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ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan blue accounting
sebagai pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial,
dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Studi dilakukan di Desa
Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan sebagian besar masyarakat
bekerja di sektor perikanan dan tambak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
melalui kajian literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan blue accounting masih berada pada tahap awal, masyarakat
telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan pesisir, tetapi pencatatan usaha
masih sederhana dan belum sistematis. Hambatan utama meliputi rendahnya budaya pencatatan,
keterbatasan pelatihan, serta minimnya dukungan pemerintah. Simpulan penelitian mengaskan
bahwa blue accounting berpotensi memperkuat transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan
pengelolaan pesisir, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan, regulasi yang lebih kuat, dan
penyediaan fasilitas pendukung.
Kata Kunci : Blue Accounting; Pengelolaan Wilayah Pesisir​

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyse the implementation of Blue Accounting as
a coastal management approach that integrates economic, social, and environmental aspects to
support sustainable development. The study was conducted in Kalanganyar Village, Sedati
District, Sidoarjo Regency, where the majority of the community is engaged in fisheries and
aquaculture. The method employed is descriptive qualitative through literature review and
interviews with stakeholders. The findings reveal that the implementation of Blue Accounting is
still at an early stage; the community has developed awareness of the importance of coastal
management, yet business record-keeping remains simple and unsystematic. The main
challenges include a weak culture of documentation, limited training, and insufficient
government support. The study concludes that Blue Accounting has the potential to strengthen
transparency, participation, and sustainability in coastal management; therefore, continuous
training, stronger regulations, and adequate supporting facilities are required.
Keywords : Blue Accounting; Coastal Management

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, memiliki potensi sumber daya laut

yang sangat besar, dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelestarian

lingkungan global. Dengan garis pantai lebih dari 81.000 kilometer dan keanekaragaman hayati

laut yang tinggi, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan

untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Napitupulu et al.,

2022).



JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)
Vol. 10 No. 1, 2026

Submitted : 07/11/2025 |Accepted : 08/12/2025 |Published : 09/02/2026
P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 | Page 693

Kajian literatur terkini menunjukkan bahwa konsep Blue Economy yang diusung oleh

Bank Dunia dan berbagai organisasi internasional menekankan pentingnya pengelolaan sumber

daya kelautan yang berkelanjutan dan inklusif (UN, 2017). Implementasi blue accounting

sebagai inovasi akuntansi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam

pencatatan dan pelaporan menjadi pendekatan strategis untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan di wilayah pesisir (Rahmayanti & Sari, 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya

pada pengelolaan wilayah pesisir di berbagai daerah telah menyoroti tantangan dalam

pencatatan usaha tambak dan perlunya keterlibatan masyarakat secara partisipatif, namun belum

banyak yang secara holistik mengkaji integrasi blue accounting dalam konteks desa pesisir luas

seperti Desa Kalanganyar (Areia et al., 2023; Arumugam et al., 2023; Choeronawati et al., 2019;

Ottinger et al., 2018).

Kesenjangan riset ini muncul pada aspek pentingnya evaluasi penerapan Blue

Accounting secara komprehensif yang mencakup aspek teknis pencatatan, partisipasi

masyarakat, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di

wilayah pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan

pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi implementasi serta tantangan dan

peluang Blue Accounting di desa pesisir terluas di Kecamatan Sedati, yang selama ini kurang

mendapat perhatian dalam studi sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana integrasi Blue Accounting

dapat diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Kalanganyar, mengidentifikasi

tantangan dan peluang yang muncul, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Blue Accounting merupakan konsep yang dikembangkan dari environmental accounting

dan natural capital accounting yang secara khusus berfokus pada sumber daya dan ekosistem

laut serta wilayah pesisir. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks

negara maju atau kawasan industri pesisir di negara berkembang. Hipotesis penelitian

menyatakan bahwa penerapan Blue Accounting yang didukung oleh pelatihan, sosialisasi, serta

kebijakan yang tepat akan meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas

pengelolaan sumber daya pesisir, sehingga berkontribusi signifikan pada pembangunan

berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kajian teoritis dan empiris dari penelitian yang relevan

selama lima sampai sepuluh tahun terakhir yang menunjukkan hubungan positif antara integrasi

sistem akuntansi lingkungan dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam (Balestracci &

Nel-lo-andreu, 2025; Bisogno et al., 2025; Huynh & Nguyen, 2024; Sundarasen et al., 2024;

Suwarno et al., 2025). Konsep blue accounting merupakan pendekatan akuntabilitas lingkungan
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yang menekankan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara terukur

(Smith, 2018).

Penelitian (Smith, 2018) menunjukkan bahwa Blue Accounting mampu meningkatkan

transparansi pengelolaan sumber daya perairan melalui data ekologis dan ekonomi.

Keterbatasan penelitian sebelumnya muncul pada aspek pentingnya evaluasi penerapan Blue

Accounting secara komprehensif yang mencakup aspek teknis pencatatan, partisipasi

masyarakat, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di

wilayah pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan

pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi implementasi serta tantangan dan

peluang Blue Accounting di desa pesisir terluas di Kecamatan Sedati, yang selama ini kurang

mendapat perhatian dalam studi sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, celah penelitian

terletak pada belum adanya kajian empiris yang secara komprehensif mengevaluasi penerapan

blue accounting di desa pesisir dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif,

serta mengaitkannya secara eksplisit dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis

integrasi blue accounting dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Kalanganyar,

mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasinya, serta mengevaluasi dampaknya

terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu.

Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian,

baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al.,

2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk

memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang integrasi Blue Accounting dalam

pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, serta

implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Data dikumpulkan

melalui metode wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan,

observasi lapangan untuk memantau kondisi fisik lingkungan dan praktik pencatatan, serta studi

dokumentasi terhadap laporan keuangan dan data statistik yang relevan. Data sekunder

diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi pemerintah terkait pengelolaan wilayah

pesisir dan Blue Accounting.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan di Desa Kalanganyar

yang meliputi petani tambak, pemerintah desa, akademisi, organisasi lingkungan, dan sektor

swasta. Sampel diambil secara purposive untuk mendapatkan informan yang memiliki

pengetahuan dan peran signifikan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Variabel utama
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penelitian meliputi tingkat implementasi Blue Accounting, tantangan dan peluang penerapan,

serta dampak integrasi Blue Accounting terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diolah dengan sistem skor dan

dikombinasikan dengan analisis tematik terhadap data kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik untuk mengelompokkan data ke

dalam tema utama ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memahami implementasi blue

accounting secara komprehensif. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis secara deskriptif

untuk mengukur tingkat kesadaran, tantangan, dan dampak integrasi blue accounting. Metode

ini memungkinkan pemecahan rumusan masalah dan pengujian hipotesis melalui kombinasi

data kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi.

Berdasarkan tabel 1 : deskripsi kondisi pesisir, hasil penilaian yang diperoleh, kondisi

pesisir di Desa Kalanganyar Sedati menunjukkan skor rata-rata sebesar 1,538. Nilai ini

mengindikasikan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap masalah-masalah yang

terjadi di wilayah pesisir, seperti banjir rob, pencemaran, intrusi air asin, hingga serangan hama,

serta sebagian dari mereka telah mulai menyebutkan perlunya solusi untuk mengatasi persoalan

tersebut, misalnya melalui pembangunan tanggul, upaya konservasi, atau pengelolaan

lingkungan yang lebih baik. Meskipun demikian, skor ini belum sepenuhnya mencapai nilai 2

yang menggambarkan tingkat kesadaran lebih tinggi, di mana masyarakat tidak hanya

memahami masalah tetapi juga secara konsisten mengemukakan solusi yang konkret dan terarah.

Dari sisi kebijakan, desa dapat memanfaatkan hasil ini sebagai dasar untuk memperkuat

perencanaan pembangunan berbasis pesisir, termasuk integrasi konsep blue accounting yang

menekankan pada pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya secara transparan dan

berkelanjutan. Implikasi lebih lanjut adalah mendukung pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 tentang ekosistem laut, dengan cara mendorong

masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga lingkungan, meningkatkan partisipasi dalam

kegiatan konservasi, serta membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan wilayah pesisir

yang baik tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian alam, tetapi juga menjamin keberlanjutan

ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan tabel 2 : deskripsi masalah dan tantangan, hasil penilaian pada aspek

Masalah dan Tantangan, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,731. Angka ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden tidak hanya mampu menyebutkan kendala yang dihadapi dalam aktivitas

pesisir, seperti kendala produksi, pencemaran, banjir rob, ataupun hama, tetapi juga mulai

memberikan masukan berupa solusi, baik secara teknis maupun dengan menyebutkan peran

yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Skor ini berada mendekati nilai maksimum (2), yang

berarti tingkat kesadaran dan kemampuan responden dalam mengidentifikasi masalah sekaligus
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menawarkan solusi sudah relatif baik. Hanya saja, masih terdapat sebagian kecil responden yang

berhenti pada penyebutan kendala tanpa memberikan masukan lebih lanjut, sehingga nilai rata-

rata belum sepenuhnya mencapai skor ideal.

Temuan ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Kalanganyar sudah berada pada

tahap yang cukup maju dalam mengidentifikasi masalah dan tantangan yang mereka hadapi,

serta mulai memiliki kesadaran bahwa solusi dapat datang dari upaya teknis di tingkat lokal

maupun melalui dukungan pemerintah desa atau daerah. Kondisi ini membuka peluang untuk

ditindaklanjuti dengan program pendampingan yang lebih terstruktur, misalnya pelatihan teknis

budidaya berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat, atau advokasi kebijakan berbasis

kebutuhan pesisir. Selain itu, hasil ini juga mendukung penguatan konsep blue accounting

sebagaimana dijelaskan dalam instrumen kuesioner penelitian.

Berdasarkan tabel 3 : deskripsi blue accounting, hasil penilaian pada aspek blue

accounting, diperoleh skor rata-rata sebesar 0,688. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden masih berada pada tahap awal dalam memahami maupun menerapkan pencatatan

hasil usaha tambak atau aktivitas pesisir. Skor ini lebih mendekati angka 1, namun masih berada

di bawah kategori “kadang mencatat sederhana atau meyakini sebagian manfaat”, sehingga

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden belum konsisten melakukan pencatatan, bahkan

masih ada yang sama sekali tidak mencatat atau belum mengetahui manfaat dari pencatatan

tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan dalam kuesioner penelitian yang menanyakan tentang

kebiasaan pencatatan hasil panen, biaya, dan pendapatan, di mana banyak responden menjawab

masih mengandalkan ingatan atau pencatatan sederhana, serta belum terpapar pada pelatihan

pencatatan berbasis sistem

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan blue accounting di Desa Kalanganyar

Sedati masih berada pada tahap awal dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif.

Rendahnya skor rata-rata menegaskan bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa

pelatihan teknis pencatatan, sosialisasi manfaat pencatatan bagi keberlanjutan usaha, serta

fasilitasi penggunaan media pencatatan sederhana maupun digital. Implikasi praktisnya adalah

pemerintah desa maupun pihak terkait dapat menjadikan hasil ini sebagai dasar untuk

mendorong terbentuknya sistem pencatatan bersama yang lebih transparan, partisipatif, dan

terintegrasi. Dengan demikian, blue accounting dapat benar-benar berfungsi tidak hanya sebagai

alat administrasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi

pesisir secara berkelanjutan, mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya, dan mendukung

tujuan konservasi lingkungan pesisir.

Berdasarkan tabel 4 : deskripsi dampak ekonomi, hasil penilaian pada aspek dampak

ekonomi, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,731. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas
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responden menyadari peran penting sektor pesisir, khususnya perikanan, tambak, dan usaha

terkait, sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Lebih dari itu, sebagian besar responden

juga mulai memahami bahwa pengelolaan ekonomi berbasis pesisir tidak hanya menyangkut

pendapatan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Hal ini

tercermin dalam skor yang mendekati angka 2, artinya kesadaran ekonomi masyarakat sudah

cukup tinggi dan mengarah pada pemahaman pentingnya keberlanjutan. Kondisi ini sejalan

dengan temuan kuesioner penelitian yang menanyakan kontribusi sektor perikanan dan tambak

terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana sebagian besar responden mengakui adanya

manfaat ekonomi langsung serta peluang keberlanjutan jika dikelola dengan baik

Temuan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat pesisir Desa Kalanganyar sudah

cukup matang dalam menilai dampak ekonomi dari aktivitas pesisir. Mereka tidak hanya

melihat tambak, perikanan, dan usaha pesisir sebagai penopang ekonomi sehari-hari, tetapi juga

mulai mengaitkannya dengan keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Hal ini penting

karena memberikan landasan kuat untuk program pembangunan pesisir yang berorientasi pada

keberlanjutan, misalnya dengan memperkenalkan praktik budidaya ramah lingkungan, rotasi

tambak, atau diversifikasi usaha berbasis pesisir. Dari sisi kebijakan, hasil ini dapat menjadi

masukan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan

jangka pendek, tetapi juga harus menekankan pada aspek keberlanjutan ekonomi antar-generasi

agar manfaat pesisir dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Berdasarkan tabel 5 : deskripsi dampak sosial, hasil penilaian pada aspek Dampak

Sosial, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,247. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi

sosial masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih berada pada kategori menengah,

cenderung rendah. Artinya, masyarakat sudah mulai menunjukkan adanya kepedulian dan

keterlibatan, namun partisipasi yang muncul masih terbatas pada sebagian kelompok saja,

belum melibatkan seluruh elemen masyarakat secara luas. Dengan kata lain, kesadaran kolektif

mengenai pentingnya pengelolaan pesisir secara berkelanjutan masih dalam tahap berkembang

dan membutuhkan dorongan lebih kuat agar bisa mencapai tingkat partisipasi yang lebih

menyeluruh.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kesadaran sosial sudah mulai tumbuh, tetapi

masih perlu diperkuat melalui program sosialisasi, pendidikan lingkungan, dan pembentukan

kelompok masyarakat yang lebih terorganisir. Implikasinya, pemerintah desa maupun lembaga

terkait perlu mendorong keterlibatan yang lebih luas, baik melalui pelatihan, forum musyawarah,

maupun pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif,

diharapkan partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada segelintir individu, melainkan

menjadi gerakan bersama yang lebih inklusif. Upaya ini akan mendukung pencapaian tujuan
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pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan penguatan peran masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dampak sosial dari program pesisir dapat lebih

dirasakan oleh seluruh warga desa.

Berdasarkan tabel 6 : deksripsi dampak lingkungan, hasil penilaian pada aspek Dampak

Lingkungan, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,086. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian

besar responden memiliki pandangan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, termasuk penerapan

konsep blue accounting, dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan, namun pemanfaatan

tersebut sangat bergantung pada adanya dukungan dari pemerintah. Dengan kata lain,

masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat sendiri

dapat berperan signifikan dalam konservasi dan pencegahan pencemaran, melainkan masih

menunggu adanya fasilitasi, kebijakan, maupun dukungan nyata dari pihak eksternal. Kondisi

ini mengindikasikan adanya kesadaran awal, tetapi belum berkembang menjadi keyakinan

kolektif bahwa inisiatif masyarakat bisa menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelestarian

lingkungan pesisir.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap dampak

lingkungan sudah mulai tumbuh, tetapi masih bersifat parsial dan sangat tergantung pada peran

pemerintah. Implikasinya, untuk memperkuat aspek lingkungan dalam pengelolaan pesisir,

diperlukan upaya kolaboratif yang lebih terstruktur antara pemerintah, akademisi, dan

masyarakat lokal. Program konservasi berbasis komunitas, pelatihan teknis tentang pencegahan

pencemaran, serta integrasi data lingkungan melalui sistem blue accounting dapat menjadi

langkah strategis untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan

pesisir tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem.

Dengan demikian, nilai rata-rata 1,086 ini dapat dipandang sebagai titik awal menuju

peningkatan kesadaran ekologis, yang apabila diperkuat dengan dukungan kebijakan dan

partisipasi aktif masyarakat, berpotensi berkembang menjadi keyakinan kolektif terhadap

pentingnya konservasi jangka panjang.

Berdasarkan tabel 7 : deskripsi pembangunan berkelanjutan, hasil penilaian pada aspek

pembangunan berkelanjutan (SDGs), diperoleh skor rata-rata sebesar 1,538. Nilai ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki tingkat kesadaran yang cukup

baik mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Mayoritas masyarakat tidak hanya pernah

mendengar istilah tersebut, tetapi juga mulai memahami sebagian maknanya, misalnya terkait

dengan pentingnya menjaga lingkungan pesisir, kelestarian tambak, serta keberlangsungan

hidup generasi mendatang. Namun, nilai rata-rata ini masih berada di antara kategori “paham

sebagian” dan “memahami penuh,” yang berarti pemahaman responden belum sepenuhnya

mendalam atau konsisten. Kesadaran kolektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
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sudah cukup kuat, tetapi masih memerlukan penguatan terutama dalam penerapan nyata pada

kehidupan sehari-hari.

Hasil ini juga sejalan dengan temuan kuesioner penelitian yang menunjukkan bahwa

sebagian besar responden mendukung gagasan menjaga tambak, mangrove, dan laut agar tetap

bermanfaat bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk anak cucu di masa depan. Responden

juga cenderung menyetujui adanya aturan bersama atau kerjasama warga untuk menjaga

lingkungan, meskipun bentuk implementasinya masih memerlukan pendampingan.

Hasil penilaian ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Kalanganyar Sedati

sudah berada pada tahap transisi menuju pemahaman penuh mengenai pembangunan

berkelanjutan. Implikasinya, diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi, sosialisasi, serta

integrasi konsep SDGs dalam program desa agar pemahaman ini bisa berkembang menjadi

tindakan nyata. Dengan memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara aspek

ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi

wacana, tetapi juga dapat diwujudkan sebagai praktik kolektif yang mendukung kesejahteraan

saat ini sekaligus menjamin keberlangsungan generasi mendatang.

Implementasi blue accounting di Desa Kalanganyar Sedati masih dalam tahap awal

dengan skor rata-rata 0,688, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden belum melakukan

pencatatan hasil usaha tambak dan aktivitas pesisir secara sistematis. Kondisi ini

mengindikasikan rendahnya pemahaman dan praktik pencatatan sumber daya laut dan pesisir

dalam komunitas tersebut. Blue accounting sendiri adalah suatu pendekatan yang

mengkombinasikan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang fokus pada keberlanjutan

sumber daya laut, bertujuan memberikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya laut

(Syah et al., 2020).

Menurut teori akuntansi lingkungan (Bisogno et al., 2025), pencatatan sistematis dan

pelaporan aktivitas yang berkelanjutan sangat penting untuk memberikan informasi bagi

pengambil keputusan dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara efektif.

Penelitian Stefannie & Khairin (2025) menunjukkan bahwa pelatihan teknis pencatatan dan

sosialisasi manfaat blue accounting meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir

dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, intervensi berupa pelatihan

teknis, sosialisasi manfaat, dan penggunaan media pencatatan (baik tradisional maupun digital)

sangat dibutuhkan untuk memperkuat implementasi blue accounting di Desa Kalanganyar

Sedati. Media pencatatan digital, seperti aplikasi berbasis smartphone, telah terbukti efektif

dalam memperbaiki akurasi dan kemudahan akses data (Husnita et al., 2023).

Dengan pendekatan ini, blue accounting dapat menjadi alat strategis untuk

meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya pesisir, mengurangi potensi konflik antar
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pengguna sumber daya, dan memfasilitasi pelestarian lingkungan (Failler et al., 2023). Sistem

pencatatan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah desa dan komunitas dalam memantau

dinamika sumber daya dan menyesuaikan kebijakan pengelolaan berbasis data terbaru.

Sebagian besar responden mampu mengidentifikasi berbagai kendala di wilayah pesisir

seperti pencemaran, banjir rob, intrusi air asin, dan serangan hama, serta memberikan masukan

teknis dan peran pemerintah dengan skor rata-rata 1,731. Hal ini menunjukkan adanya

kesadaran yang cukup baik namun masih terdapat gap dalam pengembangan solusi yang lebih

terperinci dan implementatif.

Menurut pendekatan teori partisipasi sosial (Chi et al., 2014), kesadaran masyarakat

terhadap masalah lingkungan merupakan tahap awal yang penting tetapi belum cukup tanpa

adanya kapasitas dan dukungan kelembagaan yang memadai. Penelitian Stover et al. (2024)

menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat dan advokasi berbasis komunitas

agar solusi teknis dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif.

Peluang pengembangan blue accounting sangat besar, terutama melalui program

pelatihan teknis yang fokus pada metode pencatatan dan analisis data lingkungan pesisir, serta

peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan komunitas. Selain itu, advokasi

kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal akan memastikan integrasi program lebih

partisipatif dan kontekstual (Rafita et al., 2025).

Dengan pendekatan ini, blue accounting tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan

tapi juga sebagai instrumen pengelolaan sumber daya yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, meningkatkan kesadaran kolektif, serta memperkokoh pengambilan keputusan

berbasis data dan kebutuhan komunitas pesisir.

Masyarakat Desa Kalanganyar Sedati telah menunjukkan kesadaran cukup terhadap

pembangunan berkelanjutan dengan skor rata-rata 1,538, yang mencerminkan pemahaman

bahwa pengelolaan lingkungan pesisir harus memperhatikan kelestarian sumber daya bagi

generasi mendatang. Namun, pemahaman ini masih dalam tahap transisi dan perlu diperkuat

melalui edukasi berkelanjutan dan integrasi konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

dalam program desa.

Menurut teori pembangunan berkelanjutan (Mensah, 2019), pembangunan yang

berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi fondasi

utama untuk mempertahankan sumber daya alam jangka panjang. Penelitian Wulandari et al.

(2025) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat melalui akuntabilitas dan transparansi

pencatatan sumber daya (seperti blue accounting) dapat mendorong tata kelola yang lebih baik,

yang pada gilirannya mendukung keberhasilan implementasi SDGs.
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Integrasi blue accounting dalam pengelolaan wilayah pesisir membawa dampak positif

dalam beberapa aspek: transparansi pengelolaan sumber daya meningkat, partisipasi aktif

masyarakat bertambah, dan tata kelola ekonomi, sosial, serta lingkungan menjadi lebih

terstruktur dan menyeluruh (Anwar et al., 2023). Ini membuka peluang bagi Desa Kalanganyar

Sedati untuk menjadi model pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan adaptif terhadap

perubahan lingkungan dan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang mengkaji penerapan blue accounting di wilayah

pesisir Desa Kalanganyar Sedati, dapat disimpulkan bahwa penerapan blue accounting masih

berada pada tahap awal dan memerlukan intervensi berupa pelatihan teknis, sosialisasi, serta

fasilitasi penggunaan media pencatatan untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir

secara berkelanjutan. Integrasi blue accounting berperan penting dalam meningkatkan

transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, sehingga

berdampak positif pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir

tersebut.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan responden yang terbatas serta fokus

pada persepsi tanpa pengamatan langsung terhadap praktik pencatatan, sehingga hasil harus

diinterpretasikan dengan hati-hati. Saran penelitian ke depan adalah memperluas cakupan

sampel dan menggabungkan metode pengamatan lapangan untuk menggali praktik pencatatan

secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengevaluasi efektivitas

pelatihan dan kebijakan pendukung guna meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir secara

partisipatif dan berkelanjutan.
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TABEL
Tabel 1. Deskripsi Kondisi Pesisir

Tema Penilai Hasil Penilaian

Kondisi Pesisir

1 1,581
2 1,516
3 1,516

Rata-rata 1,538
Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2. Deskripsi Masalah dan Tantangan
Tema Penilai Hasil Penilaian

Masalah &
Tantangan

1 1,774
2 1,742
3 1,677

Rata-rata 1,731
Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 3. Deskripsi Blue Accounting
Tema Penilai Hasil Penilaian

Blue Accounting

1 0,419
2 0,645
3 1,000

Rata-rata 0,688
Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 4. Deskripsi Dampak Ekonomi
Tema Penilai Hasil Penilaian

Dampak Ekonomi

1 1,677
2 1,774
3 1,742

Rata-rata 1,731
Sumber: Data diolah, 2025
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Tabel 5. Deskripsi Dampak Sosial
Tema Penilai Hasil Penilaian

Dampak Sosial

1 1,226
2 1,290
3 1,226

Rata-rata 1,247
Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 6. Deskripsi Dampak Lingkungan
Tema Penilai Hasil Penilaian

Dampak Lingkungan

1 1,032
2 1,129
3 1,097

Rata-rata 1,086
Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 7. Deskripsi Pembangunan Berkelanjutan
Tema Penilai Hasil Penilaian

Pembangunan
Berkelanjutan

1 1,581
2 1,548
3 1,484

Rata-rata 1,538
Sumber: Data diolah, 2025


